


 KATA PENGANTAR 

   

 

Laporan Kinerja (LKj) Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, 

dan Hukum (SDMOH) merupakan perwujudan 

pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi 

Biro SDMOH pada Tahun Anggaran 2019. Laporan Kinerja Biro 

SDMOH Tahun 2019 merupakan Laporan Kinerja tahun kelima 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)  

Tahun 2015-2019. Penyusunan Laporan Kinerja Biro SDMOH mengacu pada 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 

dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri 

PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah, Perka BSN No. 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan BSN, serta Rencana 

Strategis BSN Tahun 2015-2019. 

Pada tahun 2019, Biro SDMOH sebagai bagian dari Sekretariat Utama 

BSN bertekad melaksanakan Reformasi Birokrasi, dimana penguatan kinerja 

merupakan salah satu sasaran area perubahan untuk memberikan 

keyakinan yang memadai bahwa program-program berjalan sesuai dengan 

yang ditargetkan. Disamping itu, Biro SDMOH juga telah melakukan 

perubahan sasaran dalam rangka menyelaraskan terjadinya perubahan 

sasaran strategis BSN untuk periode 2015-2019. 

Laporan Kinerja Biro SDMOH Tahun 2019 ini diharapkan dapat menjadi 

sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja 

Biro SDMOH di masa mendatang, melalui pelaksanaan program dan 

kegiatan secara lebih optimal.  
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Kepala Biro Sumber Daya Manusia, 

Organisasi, dan Hukum,  
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RINGKASAN EKSEKUTIF 
 

Perjanjian Kinerja Biro SDMOH Tahun 2019 telah menetapkan 5 (lima) 

sasaran dengan 12 (dua belas) Indikator Kinerja. Sasaran dan Indikator 

Kinerja tersebut merupakan perwujudan pelaksanaan Program Dukungan 

Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN dan Program 

Pengembangan Standardisasi Nasional yang diamanatkan kepada Biro 

SDMOH. 

Berikut disajikan tabel capaian perjanjian kinerja Biro SDMOH tahun 

2019 menurut Sasaran: 

Tabel Sasaran, Indikator Kinerja, Target, dan Capaian Tahun 2019 

Sasaran Indikator Kinerja Target  Realiasi 
% 

Capaian*) 

Customer Perspectives 

1. Meningkatnya kinerja 

sistem pengelolaan 

anggaran, sumber 

daya manusia, tata 

kelola dan organisasi 

yang profesional 

1.   Tingkat pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi BSN 
75.01 - % 

2. Nilai Penerapan Budaya 

Kerja BSN 
70 65.71 93.8 % 

3. Indeks kepuasan layanan 

internal Biro SDMOH 
3.5 3.12 89 % 

Rata-rata capaian Sasaran 1   91.4% 

Internal Process Perspectives 

2. Meningkatkan kinerja 

pengelolaan Sumber 

Daya Manusia 

4. Persentase pemenuhan 

ASN yang mengikuti 

program peningkatan 

kompetensi 

100% 96.81 96.81 % 

5. Jumlah dokumen standar 

kompetensi jabatan  
3 2 90 % 

 Rata-rata capaian Sasaran 2   93.40 % 

3. Meningkatkan kinerja 

pengelolaan 

Organisasi dan Tata 

Laksana 

6. Persentase  ASN BSN yang 

diases berdasarkan 

standar kompetensi 

2 % 2.6 136 % 

7. Persentase pemenuhan 

ASN BSN sesuai ABK 
60 % 53 % 88.83% 

8. Persentase pelaksanaan 

sistem manajemen mutu 
100 % 80 % 80 % 

 Rata-rata capaian Sasaran 3   101.61% 

4. Meningkatkan kinerja 

pengelolaan Hukum 

9. Jumlah peraturan 

perundang-undangan 
22 27 122.72 % 
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Sasaran Indikator Kinerja Target  Realiasi 
% 

Capaian*) 

10. Jumlah Keputusan Kepala 

BSN 
530 841 158.67 % 

11. Jumlah penyuluhan hukum 22 27 122.72% 

Rata-rata capaian Sasaran 4   140.69% 

Learning and Growth Perspectives 

5. Meningkatkan kinerja 

oengelolaan 

anggaran 

12. Persentase realisasi 

anggaran Biro Sumber 

Daya Manusia, Organisasi, 

dan Hukum 

≥ 97 % 99 % 102.06 % 

Rata-rata capaian Sasaran 5   102.06% 

Rata-rata capaian Tahun 2019   104.94% 

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian sasaran, batas toleransi maksimal % 

capaian kinerja adalah 100%. 

 

Dari 12 (jdua belas) indikator kinerja di Biro SDMOH, urutan mencapai 

targetnya sebagai berikut. 

1. Persentase realisasi anggaran Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, 

dan Hukum (102.06, δ =2.06) 

2. Persentase pemenuhan ASN yang mengikuti program peningkatan 

kompetensi (96.81, δ =3.19) 

3. Nilai Penerapan Budaya Kerja BSN (93.80%, δ = 6.2) 

4. Jumlah dokumen standar kompetensi jabatan (90%, δ =10) 

5. Indeks kepuasan layanan internal Biro SDMOH (89%, δ =11) 

6. Persentase pemenuhan ASN BSN sesuai ABK (88.83%, δ =11.17) 

7. Persentase pelaksanaan sistem manajemen mutu (80%, δ =20) 

8. Jumlah peraturan perundang-undangan (122.72%, δ =22.72) 

9. Jumlah penyuluhan hukum (122.72%, δ =22.72) 

10. Persentase  ASN BSN yang diases berdasarkan standar kompetensi 

(136%, δ =36) 

11. Jumlah Keputusan Kepala BSN (158.67%, δ =58.67) 

12. Tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi BSN 

 Untuk indikator kinerja yang capaiannya masih di bawah 100% telah 

dilakukan langkah-langkah untuk perbaikan antara lain: 

a. Mereviu perumusan sasaran dan indikator kinerja 

b. Hambatan dalam melaksanakan kegiatan  

c. Merumuskan langkah-langkah untuk perbaikan pada tahun yang 

akan datang. 
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S

  

BAB I                 PENDAHULUAN 
 

 

I.1 LATAR BELAKANG 

etiap instansi Pemerintah mempunyai kewajiban menyusun 

Laporan Kinerja pada akhir periode anggaran. Hal ini telah 

diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

dan PermenPANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas 

Laporan Kinerja Instansi. Laporan Kinerja tersebut merupakan laporan 

kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi 

dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan 

Kinerja (LKj) tersebut juga menjadi kewajiban Biro SDMOH, sebagai salah satu 

unit kerja di lingkungan Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang disusun 

secara berjenjang sesuai Peraturan Kepala BSN No. 5 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di 

Lingkungan Badan Standardisasi Nasional.  

Kinerja Biro SDMOH memberikan kontribusi khususnya pada kinerja 

Sekretariat Utama BSN dan secara keseluruhan terhadap BSN. Oleh karena 

itu, penyusunan Laporan Kinerja Biro SDMOH merupakan bahan masukan 

dalam penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Utama BSN Tahun 2019. 

 

I.2  MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Biro SDMOH adalah sebagai 

bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan 

program/kegiatan serta akuntabilitas kinerja dalam rangka mencapai visi 

dan misi Biro SDMOH, dengan tujuan sebagai berikut : 

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas 

kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; 

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah 

untuk meningkatkan kinerjanya. 

Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar penyusunan 

beberapa rekomendasi untuk menjadi masukan dalam menetapkan 

kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan 

kinerja Unit Kerja. 
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I.3  TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI 

 Berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 

2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, tugas 

Biro SDMOH adalah melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan 

administrasi sumber daya manusia aparatur, pembinaan dan penataan 

organisasi serta tata laksana, koordinasi dan penyusunan peraturan 

perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum. 

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Biro SDMOH 

menyelenggarakan fungsi: 

1. penyiapan pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia 

aparatur; 

2. penyiapan pembinaan dan penataan organisasi serta tata laksana; dan 

3. penyiapan koordinasi dan  

 

Struktur Biro SDMOH dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar I.1 

Struktur Organisasi Biro SDMOH   

Berdasarkan struktur organisasi tersebut, Biro SDMOH mempunyai tata 

kerja yang didukung oleh: 

1. Bagian Sumber Daya Manusia dengan tugas melaksanakan penyiapan 

pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia. 
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2. Bagian Organisasi dan tata Laksana dengan tugas melaksanakan 

penyiapan pembinaan dan penilaian organisasi serta tata laksana. 

3. Bagian Hukum dengan tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan 

penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi 

hukum, serta pendokumentasian dan pemberian informasi hukum. 

 

I.4  SUMBER DAYA MANUSIA 

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai 

dengan 31 Desember 2019 Biro SDMOH memiliki personel berstatus Aparatur 

Sipil Negara (ASN) sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang, dengan rincian 

sesuai tabel berikut:  

Tabel I.1 

Personel ASN Biro SDMOH 

 

I.5  PERAN STRATEGIS  

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang 

Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK), BSN diharapkan memberikan 

kontribusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi selama ini.  

Biro SDMOH mempunyai peran strategis dalam mendukung pelaksanaan 

fungsi BSN, yaitu pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan 

pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di 

lingkungan BSN. Untuk itu, sesuai dengan tugas dan fungsinya Biro SDMOH 

telah mengidentifikasi potensi, permasalahan yang dihadapi, dan tindak 

lanjut yang akan dilakukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Uraian 
Jenjang Pendidikan Jumlah 

Orang > S1 S1 S2 

1. Kepala Biro SDMOH   1  1 

2. Bagian Sumber Daya Manusia  1 10 1 12 

3. Bagian Organisasi dan Tata Laksana 1 4 3 8 

 Bagian Hukum 1 7 2 10 

 Jumlah 3 22 6 31 
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Tabel I.2 

Potensi dan Permasalahan Biro SDMOH 

POTENSI PERMASALAHAN TINDAK LANJUT 

¶ Adanya UU No. 20 

tahun 2014 tentang 

Standardisasi dan 

Penilaian Kesesuaian 

¶ Adanya PP No. 34 

Tahun 2018 tentang 

Sistem Standardisasi 

dan Penilaian 

Kesesuaian Nasional 

¶ Peraturan pelaksana yg 

diamanatkan dari UU dan 

PP tersebut belum semua 

selesai dirumuskan 

¶ Perlu dilakukan 

penyesuaian dengan 

adanya omnibus law 

¶ Menyelesaikan amanah dari 

UU dan PP 

 

 

¶ berpartisipasi dalam 

pembahasan omnibus law 

¶ Perpres No. 4 Tahun  

2018 

¶ Organisasi BSN baru saja 

selesai ditata, kemudian 

ada kebijakan baru dari 

pemerintah tentang 

debirokratisasi  

¶ Menata kembali organisasi 

BSN  

¶ Adanya Anggaran 

kegiatan Biro SDMOH 

Jumlah anggaran dirasa 

masih belum bisa untuk 

menyelenggarakan kegiatan 

dengan  

 

¶ Mempunyai SDM 

dengan kualifikasi 

pendidikan lebih 

banyak S1 dan S2 

¶ Pengembangan SDM 

belum berbasis 

kompetensi 

 

¶ Menetapkan Standar 

Kompetensi, melakukan 

asessmen kompetensi untuk 

digunakan dalam menyusun 

Training Need Analys berbasis 

kompetensi. 

 

¶ Jumlah SDM masih belum 

memenuhi kebutuhan 

¶ Mengajukan penambahan 

pegawai pada tahun 2020 

¶ Adanya database 

kepegawaian dalam 

system informasi 

pegawai (SIMPEG) 

¶ Sistem informasi 

kepegawaian masih perlu 

pengembangan 

¶ Melakukan update system 

dan pengembangan fitur 

1. BSN memiliki organisasi 

berdasrkan mandat UU 

No. 20 tahun 2014 

2. Tersedianya anggaran 

untuk melaksanakan 

kegiatan 

3. Adanya database 

kepegawaian dalam 

system informasi pegawai 

(SIMPEG) 

1. Pengembangan SDM 

belum berbasis 

kompetensi 

2. SDM yang belum 

memenuhi kebutuhan 

3. Sistem informasi 

kepegawaian masih perlu 

pengembangan 

1. Menetapkan Standar 

Kompetensi, melakukan 

asessmen kompetensi untuk 

digunakan dalam menyusun 

Training Need Analys berbasis 

kompetensi. 

2. Mengajukan penambahan 

pegawai pada tahun 2020 

3. Melakukan update system 

dan pengembangan fitur 
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R 

BAB II               PERENCANAAN KINERJA 

 

 

II.1   PERENCANAAN STRATEGIS 

II.1.1 Visi dan Misi 

umusan visi dan misi Rencana Strategis (Renstra) Biro SDMOH  

Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut.  

 

VISI  

Mewujudkan unit pendukung yang dapat memberikan layanan SDM, 

layanan organisasi dan tata laksana, serta layanan hukum 

  

MISI  

1. memberikan layanan prima dalam pengelolaan sumber daya manusia,  

2. melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana, dan 

3. melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan, pemberian 

bantuan hukun, dan pendokumentasian serta pemberian informasi 

hukum. 

 

II.1.2 Tujuan dan Sasaran 

Tujuan  merupakan  sesuatu  apa  yang  akan  dicapai  atau  

dihasilkan  dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan 

ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta 

didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, serta mengarahkan  

perumusan  sasaran,  kebijakan,  program,  dan  kegiatan  dalam rangka  

merealisasi  misi.  Tujuan  yang  dirumuskan  berfungsi  juga  untuk mengukur 

sejauh  mana  visi  dan  misi  Biro SDMOH  telah  dicapai  mengingat  tujuan 

dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. 

Rumusan tujuan Biro SDMOH  adalah sebagai berikut: 

TUJUAN  
Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan sumber daya manusia, tata 

laksana dan organisasi, serta pengelolaan hukum yang profesional 
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Sasaran disini merupakan sasaran di lingkungan Biro SDMOH  selaku 

Unit Pendukung di lingkungan BSN. Biro SDMOH dituntut agar dapat 

mengikuti perkembangan dan dinamika di lingkungan BSN untuk 

meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja pelaksanaan fungsi BSN. 

Untuk itu, pencapaian kinerja Biro SDMOH harus dapat dinilai dari aspek 

ketepatan penentuan sasaran strategis, indikator kinerja, ketepatan target 

dan keselarasan antara kinerja output dan kinerja outcome . Pada tahun 

2019, sasaran Biro SDMOH  telah dilakukan penyempurnaan dalam rangka 

perbaikan berkelanjutan.  

Berikut sasaran Biro SDMOH berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019. 

SASARAN  

Sasaran sesuai Renstra Biro SDMOH  Tahun 2015-2019: 

1. Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, 

tata kelola dan organisasi yang profesional . 

2. Meningkatkan kinerja pengelolaan Sumber Daya Manusia. 

3. Meningkatkan kinerja pengelolaan Organisasi dan Tata Laksana. 

4. Meningkatkan kinerja pengelolaan Hukum. 

5. Meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran. 

II.2  PERJANJIAN KINERJA 

Perjanjian Kinerja merupakan Pernyataan Kinerja atau Perjanjian 

Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja 

tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian 

kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk menilai 

keberhasilan organisasi pada akhir tahun.  

Sebagai upaya untuk terus melakukan perbaikan dalam pengukuran 

kinerja, pada tahun 2019 telah dilakukan penyempurnaan Indikator Kinerja 

Sasaran Biro SDMOH  sehingga indikator kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2019 

juga mengalami perubahan. Berikut adalah Perjanjian Kinerja Biro SDMOH  

tahun 2019 berdasarkan sasaran, indikator kinerja, dan target.  

Tabel II.1 

Perjanjian Kinerja Biro SDMOH  Tahun 2019 

Sasaran Indikator Kinerja 
Target  

2019 

Customer Perspectives 

1. Meningkatnya kinerja 1. Tingkat pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi BSN 
75.01  
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Sasaran Indikator Kinerja 
Target  

2019 
sistem pengelolaan 

anggaran, sumber 

daya manusia, tata 

kelola dan organisasi 

yang profesional 

2. Nilai  Penerapan Budaya Kerja BSN 70 

3. Indeks kepuasan layanan internal 

Biro SDMOH 3.5 

Internal Process Perspectives 

2. Meningkatkan kinerja 

pengelolaan Sumber 

Daya Manusia 

4. Persentase pemenuhan ASN yang 

mengikuti program peningkatan 

kompetensi 

100% 

5. Jumlah dokumen standar 

kompetensi jabatan  
3 

3. Meningkatkan kinerja 

pengelolaan 

Organisasi dan Tata 

Laksana 

6. Persentase  ASN BSN yang diases 

berdasarkan standar kompetensi 
2 % 

7. Persentase pemenuhan ASN BSN 

sesuai ABK 
60 % 

8. Persentase pelaksanaan sistem 

manajemen mutu 
100 % 

4. Meningkatkan kinerja 

pengelolaan Hukum 

9. Jumlah peraturan perundang-

undangan 
22 

10. Jumlah Keputusan Kepala BSN 530 

11. Jumlah penyuluhan hukum 22 

Learning and Growth Perspectives 

6. Meningkatkan kinerja 

oengelolaan 

anggaran 

12. Persentase realisasi anggaran Biro 

Sumber Daya Manusia, Organisasi, 

dan Hukum 
≥ 97 % 

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Biro SDMOH  pada 

tahun 2019 menetapkan sebanyak 6 (enam) sasaran dimana setiap sasaran 

memiliki indikator kinerja sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau 

kegagalan pada setiap pelaksanaannya.  

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Biro SDMOH  

melaksanakan 15 (lima belas) kegiatan dalam 2 (dua) program. Adapun 

keseluruhan program dan kegiatan tersebut termasuk output yang akan 

dihasilkan adalah sebagai berikut:     

A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 

BSN melalui: 

     Kegiatan:  Peningkatan Pelayanan Sumber Daya Manusia, Organisasi, 

dan Hukum (3549), yang akan menghasilkan output. 

a. Output: Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) (3549.954)  

Dalam rangka menghasilkan output ini, melaksanakan komponen 

kegiatan sebagai berikut : 
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1. Perencanaan SDM (051) 

2. Rekruitmen dan Pengangkatan Pegawai (052) 

3. Administrasi kepegawaian (053) 

4. Pembinaan Pegawai (054) 

5. Pemantauan dan Penilaian Kinerja (055) 

6. Penyusunan SOP/Pedoman (057) 

 

b. Output : Layanan Hukum (3549.957) 

Dalam rangka menghasilkan output ini, melaksanakan komponen 

kegiatan sebagai berikut : 

1. Pendampingan kasus Hukum (051) 

2. Koordinasi Penyusunan Produk Hukum (052) 

3. Penyusunan Laporan Hukum (054) 

 

c. Output : Layanan Reformasi Birokrasi (3549.961)  

Dalam rangka menghasilkan output ini, melaksanakan komponen 

kegiatan sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (051) 

2. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi (052) 

 

B. Program Pengembangan Standardisasi Nasional melalui : 

     Kegiatan:  Pengembangan Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian 

(3553), yang akan menghasilkan output. 

Output : Regulasi di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian  

Dalam rangka menghasilkan output ini, melaksanakan komponen 

kegiatan sebagai berikut : 

1. Menyusun Kebijakan Nasional Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian 

(051) 

2. Diseminasi Peraturan Perundang-undangan (052) 

3. Melakukan hHarmonisasi (053) 

4. Database Dokumentasi dan Informasi Hukum  (054) 
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A 

BAB III              AKUNTABILITAS KINERJA 
 

kuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja instansi 

dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi dan 

digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan 

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan 

yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi 

lembaga. 

Biro SDMOH  berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja 

melalui penyajian Laporan Kinerja. Laporan Kinerja tersebut 

menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan selama kurun waktu 1 

(satu) tahun berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah 

ditetapkan. Untuk mendukung pencapaian kinerjanya, Biro SDMOH  telah 

melaksanakan beberapa aktivitas kegiatan yang disesuaikan dengan tugas 

pokok dan fungsinya. Pelaksanaan aktivitas kegiatan tersebut selanjutnya 

dituangkan dalam Laporan Kinerja Biro SDMOH  Tahun 2019. 

 

III.1   CAPAIAN KINERJA 

Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai 

dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai 

tujuan dan sasaran organisasi. Dalam rangka mendukung pencapaian 

tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi Biro SDMOH, maka telah 

ditetapkan sasaran dan target kinerja. Sasaran dan target kinerja tersebut 

dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta aktivitas kegiatan 

sebagaimana telah disampaikan pada Bab II. Pencapaian masing-masing 

sasaran dan target yang terkait Biro SDMOH  yang direncanakan dalam 

Tahun 2019 berdasarkan Perjanjian Kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel III.1 

Pencapaian Kinerja Biro SDMOH  Tahun 2019 

Sasaran Indikator Kinerja Target  Realiasi 
% 

Capaian*) 

Customer Perspectives 

1. Meningkatnya kinerja 

sistem pengelolaan 

anggaran, sumber 

daya manusia, tata 

kelola dan organisasi 

yang profesional 

1. Tingkat pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi BSN 
75.01 - % 

2. Nilai Penerapan Budaya Kerja 

BSN 
70 65.71 93.8 % 

3. Indeks kepuasan layanan 

internal Biro SDMOH 
3.5 3.12 89 % 

Rata-rata capaian Sasaran 1   91.4% 

2. Internal Process Perspectives 

2. Meningkatkan kinerja 

pengelolaan Sumber 

Daya Manusia 

4. Persentase pemenuhan ASN 

yang mengikuti program 

peningkatan kompetensi 

100% 96.81 96.81 % 

5. Jumlah dokumen standar 

kompetensi jabatan  
3 2 90 % 

 Rata-rata capaian Sasaran 2   93.40 % 

3. Meningkatkan kinerja 

pengelolaan 

Organisasi dan Tata 

Laksana 

6. Persentase  ASN BSN yang 

diases berdasarkan standar 

kompetensi 

2 % 2.6 136 % 

7. Persentase pemenuhan ASN 

BSN sesuai ABK 
60 % 53 % 88.83% 

8. Persentase pelaksanaan 

sistem manajemen mutu 
100 % 80 % 80 % 

 Rata-rata capaian Sasaran 3   101.61 % 

4. Meningkatkan kinerja 

pengelolaan Hukum 

9. Jumlah peraturan perundang-

undangan 
22 27 125 % 

10. Jumlah Keputusan Kepala BSN 530 841 158.67 % 

11. Jumlah penyuluhan hukum 22 27 125 % 

Rata-rata capaian Sasaran 4   136.22% 

3. Learning and Growth Perspectives 

5. Meningkatkan kinerja 

pengelolaan 

anggaran 

12. Persentase realisasi anggaran 

Biro Sumber Daya Manusia, 

Organisasi, dan Hukum 

≥ 97 % 99 % 102.06 % 

Rata-rata capaian Sasaran 4   102.06 % 

Rata-rata capaian Tahun 2019   104.94% 

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian sasaran, batas toleransi maksimal % 

capaian kinerja adalah 100%. 
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Berdasarkan tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja Biro 

SDMOH untuk masing-masing sasaran yang telah ditetapkan dalam 

Perjanjian Kinerja. 

Pencapaian sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut.  

SASARAN 

1 
Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber 

daya manusia, tata kelola dan organisasi yang profesional 

 

Tabel III.2 

Capaian Kinerja Sasaran 1 

Indikator Kinerja Satuan 
Realisasi Capaian 2019 

Capaian s.d 2019 

(kumulatif) 

Target 
% 

capaian 
2015 2016 2017 2018 Target  Realiasi % *) 

1. Tingkat pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi 

BSN 

Nilai 68.29 71.79 72.69 72.76 75.01 - % - - % 

2. Nilai Penerapan 

Budaya Kerja BSN 

Nilai - - - - 70 65.71 93.8 

% 

 % 

3. Indeks kepuasan 

layanan internal Biro 

SDMOH 

Nilai - 3.2 

(skala 

1 -5) 

3,36 

(skala 

1 -5) 

3.39 

(skala 

1 -5) 

3.5 

(skala 

1 -4) 

3.12 

(skala 

1 -4) 

89 %   

Rata-rata capaian Sasaran 91.4%   

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian sasaran, batas toleransi maksimal % 

capaian kinerja adalah 100%. 

 

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran 1: Meningkatnya 

kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan 

organisasi yang profesional terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja. Capaian kinerja 

untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 91.4%.  Berikut 

disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 1.  

 

1. Tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi BSN  

Nilai  pelaksanaan RB BSN berdasarkan hasil evaluasi Tim Evaluator 

Kemenpan RB sampai dengan akhir bulan Desember 2019 ini belum kami 

terima. Nilai pelaksanaan RB dari tahun ke tahun semakin meningkat, 

diharapkan hasil nilai pelaksanaan RB pada tahun 2019 dapat sesuai 

dengan target nilai yang telah ditetapkan.  

Kalau berdasarkan nilai evaluasi PMPRB BSN pada tahun 2019, nilai 

PMPRB sebesar 85.32. 
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Hal-hal yang menunjukkan kinerja pelaksanaan RB 2019 lebih meningkat 

dari sebelumnya diantaranya sebagai berikut. 

a. telah berhasil dibuat rencana aksi untuk setiap area perubahan RB 

untuk lembaga dan diturunkan sampai ke tingkat unit kerja. 

Adanya rencana aksi RB 2019 menjadikan pelaksanaan RB lebih baik 

di lembaga dan di setiap unit kerja. 

Dalam menyusun rencana aksi ini, disesuaikan dengan prinsip-prinsip 

pelaksanaan RB dengan koordinasi dan konsultasi dengan 

narasumber dari  Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Rencana aksi RB 2019 

diawali dengan melakukan analisa kondisi saat ini dan 

permasalahan yang ada untuk setiap area perubahan RB, kemudian 

solusi dari permasalahan tersebut dibuat rencana kegiatan-kegiatan 

apa saja, beserta target outputnya dan rencana pelaksanaan 

kegiatan. Selanjutnya rencana aksi tersebut dilaksanakan oleh unit 

kerja yang dimotori oleh Kelompok Kerja RB BSN yang ditetapkan 

melalui Keputusan Kepala BSN dan dibantu sekretariat RB BSN yang 

dilaksanakan oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana. 

 

 
Gambar III.1 Rapat Pokja RB BSN 

b. telah dilakukan evaluasi kelembagaan 

Evaluasi ini berdasarkan Permenpan No. 20 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah. Dalam 

pedoman ini, evaluasi kelembagaan selain dilakukan pada tingkat 

Lembaga/BSN juga dilakukan pada tingkat Eselon I, dan dilakukan 

pula pada unit eselon 2 dibawah Kepala BSN (unit teknokratik). Untuk 

memudahkan koordinasi, pelaksanaan evaluasi kelembagaan 

dibantu oleh Tim Evaluasi kelembagaan dengan anggota masing-

masing 2 (dua) orang dari setiap unit kerja Eselon II. Tim tersebut 

selanjutnya membahas di masing-masing di unit kerja, dan hasilnya 
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kemudian dibahas dalam pertemuan seluruh Tim dan pimpinan 

Eselon I dan II. 

Hasil dari evaluasi kelembagaa BSN dinaytakan dalam grafik sebagai 

berikut : 

 

Gambar III.2  Grafik Radar Hasil Evaluasi Kelembagaan BSN 

 

Nilai peringkat komposit yang didapat dari evaluasi level BSN sebesar 

87.08. Nilai tersebut dinyatakan masuk ke dalam kategori P-5 (skor 81-100). 

Kategori ini menyatakan bahwa dari sisi struktur dan proses, BSN dinilai 

tergolong sangat efektif. Struktur dan proses organisasi BSN yang ada 

dinilai mempunyai kemampuan sangat tinggi untuk mengakomodir 

kebutuhan internal organisasi dan sangat mampu beradaptasi terhadap 

dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Hasil penghitungan 

nilai komposit dapat dilihat pada Tabel berikut. 

 

Keterangan 

P-5 

Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, 
organisasi dinilai tergolong sangat efektif. Struktur dan 
proses organisasi yang ada dinilai mempunyai kemampuan 
sangat tinggi untuk mengakomodir kebutuhan internal 
organisasi dan sangat mampu beradaptasi terhadap 
dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. 
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Kondisi Dimensi Struktur dan 
Proses 

Sangat Efektif 

Kemampuan akomodasi 
kebutuhan internal dan 
adaptasi lingkungan 
eksternal 

Sangat Tinggi 

Kekurangan - 

 
Tabel III.3  Peringkat Organisasi, dan Interpretasi 

 

Hasil penghitungan kuesioner evaluasi masing-masing tim pada 

tingkat suborganization wide level  dari masing-masing unit kerja 

menunjukkan bahwa unit kerja Eselon I, unit teknostruktur, dan 

Inspektorat menunjukkan bahwa unit kerja berada pada tingkat P-4 

dan P-5.  

 

Unit yang termasuk dalam kategori P-5 adalah : 

1. Deputi Bidang Akreditasi (Skor komposit : 87.90) 

2. Deputi Bidang Pengembangan Standar (Skor komposit : 87.57) 

3. Pusat Data dan Sistem Informasi (Skor komposit :95.70) 

4. Sekretariat Utama (Skor komposit :90.24) 

 

Sedangkan, unit yang termasuk dalam kategori P-4 adalah : 

5. Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian (Skor 

komposit :76.35) 

6. Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran (Skor komposit 

:68.56) 

7. Inspektorat (Skor komposit :68.75) 

8. Pusat Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Skor 

komposit :73.07) 

Selain dilakukan evaluasi kelembagaan, pada tahun 2019 Kemenpan 

RB bekerjasama dengan konsultan juga melaksanakan program audit 

organisasi. Pelaksanaan audit ini dilakukan dengan pengisian tabel 

keterkaitan BSN dengan RPJMN 2020-2024 dan selanjutnya dilakukan 

Analisa oleh Kemenpan RB dalam hal ini oleh konsultan. Selain itu juga 

dilakukan 2 (dua) kali Focus Group Discussion dengan mengundang 

narasumber yang membahas kondisi BSN saat ini dan  tantangan 

yang dihadapi. Dalam 2 kali FGD tersebut, narasumber yang 

dihadirkan adalah Prof. AS. HIkam (pemerhati standardisasi), Kepala 

BSN, Direktur Industri, Pariwisata dab Ekonomi Kreatif - Bappenas, dan 

DR. Sunarya (Pakar Standardisasi). Sampai laporan kinerja ini disusun, 

hasil audit organisasi tersebut belum dirilis.  
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Gambar III.3. Audit Organisasi oleh Kemenpan RB 

Namun audit organisasi ini bukan merupakan kinerja Bagian 

Organisasi dan Tata Laksana-Biro SDMOH. Sehingga indikator kinerja 

jumlah laporan ehasil evaluasi kelembagaan dapat dicapai 100%.  

Keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja ini dikarenakan 

efektivitas pelaksanaan evaluasi kelembagaan yang didukung oleh 

Tim Evaluasi Kelembagaan serta pimpinan unit kerja yang sangat 

concern dalam melakukan pembahasan. 

 

2. Nilai Penerapan Budaya Kerja BSN 

Indikator kinerja Nilai Penerapan Budaya Kerja BSN pertama kali 

ditetapkan pada tahun 2019 sehingga tidak dapat dilakukan banding 

dengan tahun sebelumnya. 

Indikator ini dicapai melalui pengukuran budaya kerja di seluruh unit 

kerja BSN. Sebelum dilakukan pengukuran budaya kerja dilakukan 

sosialisasi nilai organisasi BSN dan perilakunya yang telah ditetapkan 

melalui SK Kepala BSN. Untuk tahun 2019 pengukuran penerapan 

budaya masih dalam fase sosialisasi. Pengukuran dilakukan melalui 3 

(tiga) metode yaitu (1) Metode questioner dan asessmen (bobot 20%), 

(2) Metode Interview  (bobot 45%) dan (3) Metode Observasi  (bobot 

35%). Pengukuran dilakukan kepada seluruh unit kerja eselon 2 di BSN 

oleh pihak ke-3 yang independen. Interview dilakukan terhadap unsur 

Leader, Agent of Change , dan Insan di setiap unit kerja secara random.  

Dalam pengukuran fase 1 ini, penilaian dilaksanakan 2 tahap. Setiap 

tahap dihasilkan nilai [penerapan budaya per unit kerja. Keseluruhan 

nilai unit kerja kemudian dirata-rata, yang kemudian nilai rata-rata ini 

adalah nilai penerapan budaya kerja BSN secara keseluruhan. 
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Gambar III.4 Program Penerapan Budaya Kerja BSN 

Hasil dari penilaian ini terlihat nilai penerapan di masing-masing unit kerja. 

Lima unit kerja dengan nilai terendah dalam pada tahap ke-2 akan 

memperoleh clinic dan permak oleh Pimpinan Tinggi Utama dan Madya 

didampingi oleh konsultan penilai. Kemudian ke-5 pimpinan unit kerja 

tersebut menandatangani kesepakatan untuk memperbaiki penerapan 

budaya di unitnya dengan disaksikan oleh Kepala BSN dan Pimpinan 

Tinggi Madya BSN. Diharapkan setelah melalui clinic dan permak, unit 

kerja dengan nilai rendah akan meningkatkan penerapan budaya kerja 

unit nya, sehingga akan mendapat nilai yang lebih baik. Secara 

keseluruhan, nilai penerapan budaya kerja BSN akan meningkat. 

Pada penilaian tahap 1, dari 16 unit yang dinilai hasil nilai tertinggi adalah 

85,1 dan nilai terendah 71,8. Nilai penerapan budaya BSN yang 

merupakan rata-rata nilai seluruh unit kerja adalah 79,2. Hal ini 

menunjukkan acceptasi yang cukup baik. Target penerapan budaya 

kerja di BSN untuk tahun 2019 adalah nilai 70.  

Namun untuk penilaian tahap ke-2 terjadi penurunan. Nilai penerapan 

budaya kerja di BSN menjadi 65,7 dengan nilai terendah 55,17 dan nilai 

tertinggi 71,43.  Penurunan nilai cukup ekstrim dan susunan ranking unit 

kerja yang drastis, dengan menggunakan metode dan penilaian yang 

sama. Hal ini menggambarkan inkosistensi penerapan budaya belum 

menjadi behavior. Tingginya nilai pada tahap 1 juga dikarenakan 

pelaksanaan survey 
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sudah terinformasikan/tidak mendadak sehingga bisa bersiap-siap. 

Sedangkan survey tahap kedua relatif tidak terduga.  

Perubahan/inkonsistensi penerapan budaya merupakan hal yang wajar, 

untuk itu dibutuhkan culture organisasi untuk menjaga arah perilaku 

insan/pegawai agar tetap terjaga.  

 

3. Indeks kepuasan layanan internal Biro SDMOH 

Pelaksanaan survei kepuasan layanan internal Biro SDMOH dilakukan 

pada akhir bulan November, dengan pertanyaan dibagi untuk ketiga 

bagian layanan di Biro SDMOH. 

A. Survey Layanan Bagian SDM 

1) Survey  Layanan Subbagian Perencanaan dan Pengembangan 

SDM 

 

Gambar III.5. Grafik Hasil Survei Layanan Subbagian Perencanaan dan 

Pengembangan SDM 

 

 

 

 

 

 

 

2) Subbagian Administrasi dan Kesejahteraan SDM 
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Gambar III.6. Grafik Hasil Survei Layanan Subbagian Administrasi dan 

Kesejahteraan SDM 

 

Indeks kepuasan layanan SDM didapatkan dari hasil survey 

kepuasan yang dilaksanakan di Triwulan ke IV tahun 2019. Unsur-

unsur pertanyaan yang dimasukan kedalam questioner disusun 

berdasarkan Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Hasil dari survey 

kepuasan bagian SDM menunjukkan indeks kepuasan layanan SDM 

sebesar 3,09 dari target 3,5. Nilai 3,09 masuk kedalam kategori Baik 

(skala 4).  

Beberapa hal yang menjadi penyebab tidak tercapai sesuai target 

dapat dilihat dari nilai unsur terendah hasil survey, yaitu infrastruktur 

aplikasi kepegawaian yang dirasa masih kurang memuaskan (nilai 

2,9). Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) yang 

dimiliki Bagian SDM yang ada saat ini belum pernah dilakukan 

pembaharuan baik dari sistem database maupun fitur-fiturnya sejak 

pertama kali pembangunannya yaitu pada tahun 2010. Hal ini 

mengakibatkan reliability aplikasi kepegawaian kurang dapat 

diandalkan. Sehingga dari sisi layanan kepegawaian berbasis 

teknologi, BSN masih tertinggal. Selain aplikasi beberapa masukan 

yang muncul terkait kejelasan SOP bagi pegawai yang berada di 

Serpong dan penyediaan media komunikasi untuk bertanya dan 

menyampaikan keluhan. 

Hasil dari survey ini menjadi masukan bagi Bagian SDM untuk 

menentukan prioritas perbaikan di tahun 2020, yaitu 

pengembangan SIMPEG berupa penyempurnaan dan 

pemeliharaan aplikasi, membangun aplikasi kepegawaian lainnya 

seperti aplikasi cuti untuk memudahkan pegawai dalam 

pengurusan administrasi cuti.  Selain itu bila anggaran tersedia, 

perlu dilakukan pembaharuan system database untuk mengikuti 
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persyaratan system yang ditetapkan Pusdatin BSN sesuai dengan 

SMKI. Untuk SOP kepegawaian dan pemilahan pengurusan 

administrasi SDM antara TU Pusrisbang dan BSN Pusat, bisa dilakukan 

sosialisasi dan koordinasi dengan Bagian TU Pusrisbang dan SNSU 

yang bertempat di Serpong. 

 

B. Survey Layanan Bagian Organisasi dan Tata Laksana 

 

Gambar III.7. Grafik Hasil Survei Layanan Bagian Organisasi dan Tata 

Laksana 

 

Indikator kinerja indeks layanan internal Bagian Organisasi dan Tata 

Laksana ditagetkan mendapat nilai 3,5. Namun realisasi hanya 

mendapat skor/nilai 3,13. Hal ini masih menunjukan masih 

diperlukan peningkatan layanan pada Bagian Organisasi dan Tata 

Laksana. Saran dan masukan dalam hasil survey ini perlu 

ditindaklanjuti oleh Bagian Ortala.  

Beberapa kritik dan saran tersebut sudah ditindaklanjuti oleh 

bagian Organisasi dan Tata Laksana yaitu : 

1. Peningkatan komperensi personil secretariat terkait degan 

Sistem Manajemen melalui training SNI/ISO 37001 

2. Membentuk sinergitas dengan inspektorat dalam PMPRB, 

3. Pembuatan wadah untuk data SMM dalam intranet 

Untuk kritik dan saran yang belum ditindaklanjuti akan dilaksanakan 

pada tahun-tahun berikutnya. 



2019| Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum 25 

 

C. Survey Layanan Bagian Hukum 

 

 

Gambar III.8. Grafik Hasil Survei Layanan Bagian Hukum 

 

Tindaklanjut hasil survey dari Bagian Hukum adalah sebagai berikut. 

1) melakukan monitoring progres penyusunan RPBSN tahun 

berjalan terhadap usulan RPBSN dari unit internal BSN yang 

termasuk Program Penyusunan Perka BSN Tahun 2019 maupun 

yang diluar Program Penyusunan; 

2) meningkatkan koordinasi dengan unit-unit kerja pengusul 

dalam menyelesaikan penyusunan Peraturan Kepala BSN yang 

diusulkan;  

3) melakukan evaluasi akhir terhadap proses pembentukan PBSN 

pada tahun berjalan sebagai bahan pertimbangan 

penyusunan perencanaan pembentukan PBSN tahun 

berikutnya. 

4) melakukan inovasi untuk meningkatkan kecepatan layanan 

hukum kepada stakeholder, antara lain penyederhanaan 

birokrasi, dan pengembangan dan penggunaan sistem 

informasi dalam pemberian layanan hukum. 
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SASARAN 

2 
Meningkatkan kinerja pengelolaan Sumber Daya Manusia 

 

Tabel III.4 

Capaian Kinerja Sasaran 2 

Indikator Kinerja Satuan 
Realisasi Capaian 2019 

Capaian s.d 2019 

(kumulatif) 

Target 
% 

capaian 
2015 2016 2017 2018 Target  Realiasi % *) 

4. Persentase 

pemenuhan ASN 

yang mengikuti 

program 

peningkatan 

kompetensi 

% - 100 100 100 100 96.81 96.81 

% 

100 96.81 % 

5. Jumlah dokumen 

standar kompetensi 

jabatan 

Jumlah - - - - 3 2 90 % 3 90 % 

Rata-rata capaian Sasaran 93.40

% 
  

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian sasaran, batas toleransi maksimal % 

capaian kinerja adalah 100%. 

 

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran ke-2 

Meningkatkan kinerja pengelolaan Sumber Daya Manusia terdiri dari 2 (dua) 

indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata 

capaian sebesar 93.40 %. Berikut disampaikan rincian capaian indikator 

kinerja sasaran 2.  

 

4. Persentase pemenuhan ASN yang mengikuti program peningkatan 

kompetensi  

Kegiatan peningkatan kompetensi pegawai menjadi amanah dari Undang 

Undang No 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang menyatakan setiap pegawai 

ASN memiliki hak dan kesempatan untuk pengembangan kompetensi. 

Setiap pegawai diharuskan mendapatkan peningkatan kompetensi 

sebanyak 20 Jam Pelajaran (JP). Bentuk peningkatan kompetensi dan saran 

JP diatur dalam Peraturan Kepala LAN No. 10 Tahun 2018 tentang 

Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil. Di tahun 2019 telah 

dilakukan berbagai macam kegiatan peningkatan kompetensi bagi 

pegawai, diantaranya:  Jalur klasikal (Pendidikan Tinggi), Diklat PIM dan 

Fungsional, pelatihan/seminar, workshop, kursus, magang, benchmark, 

outbond, dan knowledge sharing. Kegiatan-kegiatan tersebut ada yang di 

laksanakan di setiap unit yang terkait teknis, sementara peningkatan 

kompetensi yang bersifat manajerial dan soft skill di selenggarakan oleh 

SDMOH melalui Subbag Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya 



2019| Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum 27 

 

Manusia. Tahun 2019 pengembangan kompetensi juga difokuskan untuk 

para CPNS sebanyak 88 orang yang mulai aktif per 1 maret 2019. 

Pnegembangan kompetensi CPNS berupa orientasi, Latsar, dan training 

teknis terkait SPK. Dari target 100 persen keseluruhan pegawai memperoleh 

peningkatan kompetensi sebanyak 20 JP, capaian yang memperoleh 

peningkatan kompetensi adalah sebanyak 546 pegawai dari 562 pegawai 

atau sebesar 97,15%. Pengecualian diberikan kepada 11 orang: JPT Utama, 

Madya, pegawai yang CTLN, Cuti sakit lebih dari 1 tahun, dan 2 pegawai 

mutasi ke BSN di akhir tahun. Sebanyak 2,85% pegawai sudah mendapatkan 

peningkatan kompetensi tapi belum memenuhi 20 JP. Unit kerja yang belum 

100 % pegawainya memenuhi 20JP antara lain: 

 

Tabel III.5 

Daftar Unit Kerja yang Tidak dapat Mencapai 100% Pengembangan 

Kompetensi 

 

No Unit Kerja Jumlah 

Pegawai 

Jumlah pegawai 

yang memenuhi 

20 JP 

% 

1 Pusrisbang 120 108 90 

2 PPSPK 38 36 94,74 

3 PKU 83 82 98,80 

4 SNSU TK 13 12 92,30 

Kurangnya anggaran yang dialokasikan setiap unit untuk pengembangan 

kompetensi pegawai menjdi salah satu kendala tidak terpenuhinya jumlah 

jam pelajaran. Kekurangan jam pelajaran dapat ditutupi dengan melakukan 

coaching dan mentoring oleh atasan langsung sehingga tidak 

membutuhkan biaya. Tahun 2019 sudah mulai disusun Pedoman coaching 

dan mentoring sebagai panduan bagi para atasan. Pada tahun 2020 

diharapkan sudah dapat digunakan sebagai salah satu upaya pemenuhan 

pengembangan kompetensi.  

5. Jumlah dokumen standar kompetensi jabatan 
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Indikator kinerja ini dicapai melalui penyusunan standar kompetensi 

manajerial, sosio kultural dan standar kompetensi teknis bagi semua jabatan 

di BSN. Untuk standar kompetensi manajerial dan sosio kultural sudah diatur 

dalam berdasarkan Permenpan Nomor 38 tahun 2017.  

Yang sudah tercapai pada tahun 2019 adalah penyusunan standar 

kompetensi teknis manajerial dan sosio kultural. Untuk standar kompetensi 

teknis baru berhasil menyusun draft Kamus Kompetensi Teknis. Dokumen draft 

Kamus Kompetensi Teknis  ini sudah dikirimkan ke Deputi bidang SDM 

Aparatur Kemenpan RB untuk mendapatkan validasi. Selanjutnya setelah 

mendapatkan validasi batu dapat disusun standar kompetensi teknis melalui 

penyusunan job competency profile  untuk masing-masing jabatan. Standar 

kompetensi ini sebagai dasar dalam melakukan asesmen kompetensi 

pegawai untuk selanjutnya dilakukan analisa kebutuhan training bagi setiap 

pegawai. Hal ini merupakan salah satu pelaksanaan sistem merit. 

Penyusunan kamus kompetensi dibantu oleh Tim Pengembangan 

Kompetensi yang dibentuk oleh Bagian SDM agar nantinya dapat sinergi 

dalam menyusun kebutuhan training. Kendala dalam pencapaian target 

dikarenakan prioritas penyelesaian tugas di bagian Organisasi dan Tata 

Laksana untuk merampungkan jabatan fungsional Analis Standardisasi dan 

adanya kebijakan debirokratisasi yang cukup menyita waktu dan tenaga di 

Bagian Organisasi dan Tata Laksana, sehingga pelaksanaan kegiatan 

meleset dari jadwal. 

Penyusunan kamus kompetensi dibantu oleh Tim Pengembangan 

Kompetensi yang dibentuk oleh Bagian SDM agar nantinya dapat sinergi 

dalam menyusun kebutuhan training. Kendala dalam pencapaian target 

dikarenakan prioritas penyelesaian tugas di bagian Organisasi dan Tata 

Laksana untuk merampungkan jabatan fungsional Analis Standardisasi dan 

adanya kebijakan debirokratisasi yang cukup menyita waktu dan tenaga di 

Bagian Organisasi dan Tata Laksana, sehingga pelaksanaan kegiatan 

meleset dari jadwal 

 

SASARAN 

3 

Meningkatkan kinerja pengelolaan Organisasi dan Tata 

Laksana 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel III.6 

Capaian Kinerja Sasaran 3 
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Indikator Kinerja Satuan 
Realisasi Capaian 2019 

Capaian s.d 2019 

(kumulatif) 

Target 
% 

capaian 
2015 2016 2017 2018 Target  Realiasi % *) 

6. Persentase  ASN BSN 

yang diases 

berdasarkan standar 

kompetensi 

% - - - - 2 2.6 136 % 2 136 % 

7. Persentase 

pemenuhan ASN BSN 

sesuai ABK 

% - 77% 75,38 75.8 60 53 88.83

% 

60 88.83% 

8. Persentase 

pelaksanaan sistem 

manajemen mutu 

% - 90 100 100 100 80 80 % 100 80 % 

Rata-rata capaian Sasaran 101.61 

% 
  

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian sasaran, batas toleransi maksimal % 

capaian kinerja adalah 100%. 

 

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran ke-3 Meningkatkan 

kinerja pengelolaan Organisasi dan Tata Laksana terdiri dari 3 (tiga) indikator 

kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian 

sebesar 101.61%.  

Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 3.  

 

6. Persentase  ASN BSN yang diases berdasarkan standar kompetensi 

Pada tahun 2019 telah dilakukan pelaksanaan asesmen manajerial terhadap 

15 pegawai yang mengikuti seleksi terbuka JPT Pratama dan Madya.  

 

Tabel III.7 

Daftar Pegawai yang Mengikuti Asesmen Tahun2019 

 

 

No 

 

Nama 

 

Unit Kerja 

Lembaga Penyelenggara 

Asesmen 

Quantum HRM 

Internasional 

PPM 

Manajemen 

1 Nasrudin Irawan, Ir., 

M.Env. Stud. 

Kedeputian 

Pengembangan Standar 

v  

2 Rosalia Surtiasih, Spi, MM Direktorat 

Pengembangan Standar 

Agro, Kimia, Kesehatan, 

dan Halal 

v v 

3 Aderina Uli Panggabean Biro Hubungan 

Masyarakat, Kerja Sama, 

dan Layanan Informasi 

v v 

4 Ir. Tom Abbel Sulendro Direktorat 

Pengembangan Standar 

Infrastruktur, Penilaian 

Kesesuaian, Personal, dan 

Ekonomi Kreatif 

v v 

5 Fajarina Budiantari, S.TP, Direktorat Akreditasi v  
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No 

 

Nama 

 

Unit Kerja 

Lembaga Penyelenggara 

Asesmen 

Quantum HRM 

Internasional 

PPM 

Manajemen 

M.Si Laboratorium 

6 Esti Premati, S.Si Direktorat 

AkreditasiLembaga 

Inspeksi dan Lembaga 

Sertifikasi 

v  

7 Zul Amri, S.T Biro Hubungan 

Masyarakat, Kerja Sama, 

dan Layanan Informasi 

v v 

8 Minanuddin, SIP, M Hum Biro Hubungan 

Masyarakat, Kerja Sama, 

dan Layanan Informasi 

v  

9 Dr. Ir. Hastori, MAFIS Direktorat 

AkreditasiLembaga 

Inspeksi dan Lembaga 

Sertifikasi 

v  

10 Dr. Yopi Pusat Riset dan 

Pengembangan Sumber 

Daya Manusia 

v  

11 Drs. Slamet Aji 

Pamungkas, M.Eng 

Pusat Data dan Sistem 

Informasi 

v  

12 Dr. Ghufron Zaid. M.Sc Direktorat Standar 

Nasional Satuan Ukuran 

Termoelektrik dan Kimia 

v  

13 Dr. Agustinus Praba 

Drijarkara, M.Eng 

Direktorat Standar 

Nasional Satuan Ukuran 

Mekanika, Radiasi, dan 

Biologi 

v  

14 Andry Ridhya Prihikmat, 

S.Hut, M.AP 

Direktorat Penguatan 

Penerapan Standar dan 

Penilaian Kesesuaian 

 v 

15 Agus Purnawarman, S.TP, 

ME 

Direktorat 

Pengembangan Standar 

Agro, Kimia, Kesehatan, 

dan Halal 

 v 

 

Kegiatan ini mendukung tercapainya indikator kinerja Eselon II terkait 

Persentase ASN BSN yang diases berdasarkan standar kompetensi dengan 

target 2% dari keseluruhan pegawai atau 11 orang.  Hasil 2019 jumlah 

pegawai yang di ases melebihi target yaitu 15 orang (136%).  

Kendala yang dihadapi adalah belum bisa terlaksananya asesmen 

berdasarkan kompetensi teknis karena belum dibuatnya standar kompetensi 

BSN sebagai dasar dalam menilai. Asesmen manajerial juga belum dapat 

dilakukan terhadap seluruh pejabat struktural karena terkendala biaya yang 

cukup mahal karena dilaksanakan oleh pihak ketiga (lembaga asesmen 

center). 

 

7. Persentase pemenuhan ASN BSN sesuai ABK 
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Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan ASN sesuai ABK aalah dengan 

mengadakan pegawai melalui jalur pengadaan CPNS. BSN pada tahun 2018 

telah menyelesaikan pengadaan CPNS, sehingga pada tahun 2019 

kegiatannya meliputi:  

1. Pemberkasan CPNS, persetujuan teknis dari BKN, dan penetapan SK 

CPNS  

2. Input data Anjab dan ABK ke dalam e-formasi MENPAN 

3. Mutasi pegawai ke BSN (8 orang) 

4. Proses Mutasi dari BSN ke instansi lain (2 orang) 

5. Mutasi dari BSN ke instansi lain (1 orang) 

Kegiatan ini mendukung tercapainya indikator kinerja Eselon II terkait 

Persentase pemenuhan ASN BSN sesuai ABK dengan target 60%. Tahun 2019 

BSN sudah mendapatkan pegawai peralihan dari LIPI sebanyak 109 orang, 

ditambah dengan CPNS sebanyak 88 orang. Namun dikarenakan organisasi 

baru yang menjadi besar sehingga dari kebutuhan formasi sesuai ABK, 

sampai dengan tahun 2024 dibutuhkan sebanyak 1076 sehingga target 

pegawai yang harus dicapai adalah 645 orang. Tahun 2019 baru mencapai 

573 orang (53,25%). Hal ini diakibatkan tidak adanya alokasi anggaran untuk 

pengadaan CPNS dan PPPK di tahun 2019. 

 

9. Persentase Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu 

Indikator kinerja pelaksanaan Sistem Manajemen mtu ditargetkan 100%, 

namun sampai dengan akhir tahun 2019 yang dicapai yaitu 80%, yang terdiri 

dari: 

a. Dokumen Sistem Manajemen BSN 

b. Proses Bisnis L0 & L1 berdasarkan organisasi baru  

c. Audit Internal SM (9001, 37001 & 27001) 

d. Tinjauan Manajemen 

e. Audit External 9001 dan 27001 (Pusdatin) 

Yang belum dapat dicapai adalah sertifikasi penerapan SNI ISO 37001 dan 

SNI ISO 27001 di seluruh unit kerja di BSN. Untuk melakukan integrasi sistem 

manajemn mutu memerlukan waktu yang lama. 

Pedoman Sistem Manajemen dapat diselesaiakan dan ditetapkan oleh 

Kepala BSN pada tanggal 1 Oktober 2019. 
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Gambar III.9. Pedoman Sistem Manajemen BSN 

 

SASARAN 

4 
Meningkatkan kinerja pengelolaan Hukum 

 

Tabel III.8 

Capaian Kinerja Sasaran 4 

Indikator Kinerja Satuan 
Realisasi Capaian 2019 

Capaian s.d 2019 

(kumulatif) 

Target 
% 

capaian 
2015 2016 2017 2018 Target  Realiasi % *) 

9. Jumlah peraturan 

perundang-

undangan 

Jumlah 23 81%   22 27 122.72

% 

22 122.72

% 

10. Jumlah Keputusan 

Kepala BSN 

Jumlah 90% -   530 841 158.67 

% 

530 158.67 

% 

11. Jumlah penyuluhan 

hukum 

Jumlah 10 6   22 27 122.72

% 

22 122.72

% 

Rata-rata capaian Sasaran 140.6

9% 

  

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian sasaran, batas toleransi maksimal % 

capaian kinerja adalah 100%. 

 

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran ke-4 

Meningkatkan kinerja pengelolaan Hukum terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja. 
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Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 

136.22%. 

Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 4.  

9. Jumlah Peraturan Perundang-undangan 

Tahun 2019, pencapaian sasaran meningkatkan kinerja pengelolaan hukum 

dengan  indikator kinerja jumlah peraturan perundang-undangan yang 

ditetapkan sebesar 22 peraturan perundang-undangan telah tercapai dan 

melebihi target yang telah ditetapkan pada tahun 2019 yaitu 27 peraturan 

perundang-undangan. Adapun capaian yang dihasilkan sebagai berikut: 

 

Gambar III.10 Jumlah Peraturan BSN yang telah diinformasikan dalam JDIH 

 

 1)  Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas 

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan 
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Standardisasi Nasional. 

 2)  Peraturan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pengesahan 

Statute for the Standards and Metrology Institute for Islamic Countries 

(Statuta Institut Standar dan Metrologi untuk Negara Islam) 

 3)  Peraturan BSN Nomor 1 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian 

terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Karet dan Plastik 

 4)  Peraturan BSN Nomor 2 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian 

terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, 

Peternakan, dan Perikanan 

 5)  Peraturan BSN Nomor 3 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian 

terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Peralatan Rumah Tangga 

non Elektronik, Olahraga dan Hiburan 

 6)  Peraturan BSN Nomor 4 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian 

terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Peralatan Penanganan 

Material 

 7)  Peraturan BSN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian 

terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Peralatan dan Produk 

Penanganan Kesehatan 

 8)  Peraturan BSN Nomor 6 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian 

terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pangan 

 9)  Peraturan BSN Nomor 7 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian 

terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Kimia 

 10)  Peraturan BSN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian 

terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Kertas dan Produk Berbahan 

Kertas 

 11)  Peraturan BSN Nomor 9 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian 

terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Kayu, Produk Berbahan Kayu 

dan Furnitur 

 12)  Peraturan BSN Nomor 10 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian 

terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Tekstil dan Produk Pakaian 

 13)  Peraturan BSN Nomor 11 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian 

Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Kaca dan Keramik 

 14)  Peraturan BSN Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian 

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional 

 15)  Peraturan BSN Nomor 13 Tahun 2019 tentang Bantuan Hukum di 

Lingkungan Badan Standardisasi Nasional 

 16)  Peraturan BSN Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PBSN No 2 

Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar 

Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan 

Perikanan 

 17)  Peraturan BSN Nomor 15 Tahun 2019 tentang Logo Badan Standardisasi 

Nasional 



2019| Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum 35 

 

 18)  Peraturan BSN Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Badan Standardisasi 

Nasional. 

 19)  Peraturan BSN Nomor 17 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip Badan 

Standardisasi Nasional 

 20)  Peraturan BSN Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pencabutan 5 PBSN 

 21)  Peraturan BSN Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem 

Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Badan 

Standardisasi Nasional 

 22)  Peraturan BSN Nomor 20 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pengembangan 

Lembaga Penilaian Kesesuaian 

 23)  Peraturan BSN Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Tenaga 

Pengendali Mutu Standar Nasional Indonesia 

 24)  Peraturan BSN Nomor 22 Tahun 2019 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak 

dalam Layanan Jasa Akreditasi dan Layanan Otoritas Sponsor pada 

Badan Standardisasi Nasional 

 25)  Peraturan BSN Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan 

Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di 

Lingkungan Badan Standardisasi Nasional 

 26)  Peraturan BSN Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan 

Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang 

Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2015-2019 

 27)  Peraturan BSN Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata 

Cara Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Badan Standardisasi 

Nasional. 

 

10. Jumlah Keputusan Kepala BSN 

Tahun 2019, pencapaian sasaran meningkatkan kinerja pengelolaan hukum 

dengan  indikator kinerja Keputusan Kepala BSN yang ditetapkan sebesar 

530 dokumen telah tercapai dan melebihi target yang telah ditetapkan 

pada Tahun 2019 yaitu 841 dokumen. Adapun capaian yang dihasilkan 

Keputusan Kepala BSN yang terkait penetapan SNI, Komite Teknis dan 

Keputusan Kepala BSN selain SNI dan Komtek. 
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Gambar  III.11 Surat keputusan Kepala BSN yang telah ditetapkan 

 

11. Jumlah Penyuluhan Hukum 

Kegiatan penyuluhan hukum tentang Peraturan Pemerintah, Peraturan 

Presiden dan Peraturan BSN melalui media komunikasi secara elektronik 

sebanyak 27 penyuluhan hukum 

 

SASARAN 

5 
Meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran 

 
Tabel III.9 

Capaian Kinerja Sasaran 5 

Indikator Kinerja Satuan 
Realisasi Capaian 2019 

Capaian s.d 2019 

(kumulatif) 

Targe

t 
% 

capaian 
2015 2016 2017 2018 Target  Realiasi % *) 

12. Persentase realisasi 

anggaran Biro 

Sumber Daya 

Manusia, Organisasi, 

dan Hukum 

% 86.60 98 94,95 

- 

98 

 

≥ 97 99 102.06 ≥ 97 102.06 

           

Rata-rata capaian Sasaran 102.06   
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Indikator Kinerja Satuan 
Realisasi Capaian 2019 

Capaian s.d 2019 

(kumulatif) 

Targe

t 

% 

capaian 
2015 2016 2017 2018 Target  Realiasi % *) 

% 

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian sasaran, batas toleransi maksimal % 

capaian kinerja adalah 100%. 

 

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran ke-5 Meningkatkan 

kinerja pengelolaan anggaran terdiri dari 1 (satu indikator kinerja. Capaian 

kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 102.06%. 

Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 5.  

 

12. Persentase realisasi anggaran Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan 

Hukum 

Pada tahun 2019 Biro SDMOH dapat melampaui target realisasi anggaran 

sebesar 99%. Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, maka capaian 

realisasi anggaran tahun 2019 adalah yg tertinggi. Hal ini disebabkan telah 

tertatanya struktur organisasi di SDMOH sehingga bisa lebih fokus pada 

output yang dihasilkan. 

III.3  REALISASI ANGGARAN   

Berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA-084.01-0/2019 tanggal 5 Desember 

2018, pagu anggaran TA 2019 Biro SDMOH adalah sebesar Rp 5.524.488.000,- 

dengan realisasi anggaran sebesar Rp 5.477.411.473,- atau 99%.  

Pagu dan realisasi anggaran Biro SDMOH TA 2019 dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini. 

 

Tabel III.10 

Pagu dan Realisasi Anggaran  

Biro SDMOH  TA. 2019  

Dalam rupiah  

Kode Kegiatan/Output/Komponen 
2019 

% 
Pagu Realisasi 

3549 Peningkatan Pelayanan Sumber 

Daya Manusia, Organisasi, dan 

Hukum 

5.197.407.000 5.163.603.787 99,35 

3549.

954 
Layanan Manajemen SDM 

3.525.467.000 3.504.224.421 99,39 

051 Perencanaan SDM 33.136.000 32.750.100 98,83 

052 Rekruitmen dan Pengangkatan 

Pegawai 

1.223.232.000 1.222.016.000 99,90 
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Kode Kegiatan/Output/Komponen 
2019 

% 
Pagu Realisasi 

053 Administrasi Kepegawaian 136.992.000 129.625.039 94,62 

054 Pembinaan kepegawaian 1.993.687.000 1.985.039.282 99.57 

055 Pemantauan dan penilaian 

kinerja pegawai 

31.350.000 30.712.000 97.96 

056 Penyusunan dan review 

SOP/Pedoman di bidang 

kepegawaian 

107.070.000 104.082.000 97.20 

 Jumlah 3.525.467.000 3.504.224.421 99,40

% 

3549.

957 

Layanan Hukum 321.940.000 317.620.885 98.66

% 

051 Pendampingan Kasus Hukum 192.783.000 191.249.935 99.20% 

052 Koordinasi Penyusunan Produk 

Hukum 

81.330.000 79.926.960 98.27% 

054 Penyusunan Laporan Layanan 

Hukum 

47.827.000 46.444.000 97.10% 

 Jumlah 321.940.000 317.620.885 98.66

% 

3549.

961 

Layanan Reformasi Birokrasi 900.000.000 892.020.187 99.11

% 

051 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi  850.070.000 842.614.187 99.12% 

052 Pemantauan dan Evaluasi 

Reformasi Birokrasi 
49.930.000 49.406.000 98.95% 

 Jumlah 
900.000.000 892.020.187  99.11

% 

     

 

Kode Kegiatan/Output/Komponen 
2019 

% 
Pagu Realisasi 

3553 Pengembangan Sistem 

Standardisasi dan Penilaian 

Kesesuaian 

777.081.000 763.575.980  

3553.

001 

Regulasi di bidang Standardisasi 

dan Penilaian Kesesuaian 

777.081.000 763.575.980 98.26% 

051 Menyusun Kebijakan Nasional 

Standardisasi dan Penilaian 

584.850.000 580.575.104 99.26% 
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Kode Kegiatan/Output/Komponen 
2019 

% 
Pagu Realisasi 

Kesesuaian 

052 Diseminasi Peraturan 

Perundang-undangan 

83.275.000 77.569.576 93.15% 

053 Melakukan Harmonisasi 45.075.000 42.805.500 94.96% 

054 Database Dokumentasi dan 

Informasi Hukum 

63.881.000 62.625.800 98.03% 

 Jumlah 777.081.000 763.575.980 98.26% 
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L 

BAB IV              PENUTUP 

 

 

aporan Kinerja Biro SDMOH Tahun 2019 menyajikan 

pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja Biro SDMOH  Tahun 

2019 dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran 

Biro SDMOH   

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Biro 

SDMOH Tahun 2019, sebagian besar kinerja kegiatan telah 

terlaksana sesuai perjanjian kinerja dan indikator kinerja. 

Terdapat satu indikator kinerja dari Sasaran ke-1 yang sampai 

dengan sekarang belum dapat diukur yaitu capaian nilai Reformasi 

Birokrasi karena menunggu nilai dari Kementerian PAN dan RB.  

Beberapa kinerja tercapai melebihi target yang telah ditetapkan 

akan kami reviu untuk tahun yang akan datang dalam membuat 

target yang akan dicapai. 

Untuk indikator kinerja yang belum mencapai target setelah kami 

identifikasi penyebabnya akan kami lakukan perbaikan untuk 

pelaksanaan kegiatan yang akan datang.  
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LAMPIRAN 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI, DAN HUKUM 
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